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Latar Belakang

Salah satu isu globalisasi adalah demokratisasi, yang antara lain
tumbuhnya kesadaran warga atas hak dan kewajiban dalam kehidupan
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Konsekuensinya, setiap individu
memahami apa yang seharunya diterima dari negara dan pemerintah, termasuk
didalamnya hak asasi atas informasi publik. Fenomena tersebut membuat
pemerintah akan informasi publik meningkat dan signifikan. Kecederungan ini
diakomodasi oleh Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 14 Tahun
2008 tentang keterbukaan informasi publik, Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, peraturan pemerintah nomor 61
tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, serta
Peraturan Komisi Informasi Nomor 01 tahun 2010 tentang standar layanan
informasi publik.

Kegiatan Monitoring dan Evaluasi (MONEV) ini bertujuan agar PPID
Pembantu di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga
Berencana Kota Bontang dapat memahami kedudukan, tugas pokok, dan fungsi
serta dapat meningkatkan keterampilan dalam melaksanakan pelayanan informasi
publik dalam menyikapi tuntutan keterbukaan informasi publik, dengan tujuan
mencapai pemerintah yang terbuka atau open governance yang berkeadilan,
akuntabel, baik dan bersih, sekaligus mewujudkan pelayanan informasi prima
karena kelalaian pengelolaan informasi dapat berakibat konsekuensi hukum, baik
pidana maupun terdata. Tentunya iebih menguras energi yang seharusnya bisa
dimanfaatkan untuk kegiatan yang lebih produktif.

Maksud dan Tujuan
Adapun Maksud dan Tujuan pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi PPID

Pembantu Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota

Bontang adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kinerja PPID Pembantu daiam pelayanan Informasi dengan
melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;

2. Mendapatkan masukan informasi bagi perumusan perencanaan berikutnya;

3. Mempercepat terwujudnya Good Governance (Transparansi, Akuntabilitas dan
Partisipasi Publik);

4. Mendapatkan gambaran penerapan UU KIP di PPID Pembantu Dinas
Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Bontang. Selain itu,
monitoring dan evalusi ini juga dapat memberikan gambaran mengenai potensi
dan hambatan yang dihadapi PPID Pembantu dalam menerapkan keterbukaan



informasi. Termasuk dukungan yang dibutuhkan untuk mengoptimalkan
pelayanan publik oleh PPID Pembantu Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Keluarga Berencana Kota Bontang.
lll. Ruang Lingkup
Dalam pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi ini terdapat beberapa indikator yang
dimonitoring dan dievaluasi yaitu :
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I. | INDIKATOR PENGEMBANGAN WEBSITE
A. | AKSESABLITAS WEBSITE

Website Resmi PPID Pembantu V4
KONTEN

Profil PPID Pembantu:
Profil Singkat tentang organisasi PPID Pembantu i
Tugas dan Fungsi PPID Pembantu
Struktur Organisasi PPID Pembantu 2

—
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Visi dan Misi Dinas Pemberdayaan Perempuan
dan Keluarga Berencana Kota Bontang

Maklumat Pelayanan Informasi Publik

Tata Cara Permohonan Informasi

Tata Cara Pengajuan Keberatan

Tata Cara Pengajuan Permohonan Penyelesaian
Sengketa ke Komisi Informasi

Peraturan mengenai Keterbukaan Informasi
Publik

Rancangan Peraturan mengenai Keterbukaan
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Informasi Publik

Aplikasi/Tool ~ Permohonan Informasi dan
Pengajuan Keberatan secara Online

Media Sosial (Instagram/ Youtube/ Facebook)
9. | PPID Pembantu yang terhubung dengan website /
PPID Pembantu

INDIKATOR _PENGUMUMAN  INFORMASI
PUBLIK

DIUMUMKAN BERKALA

Profii Dinas Pemberdayaan Perempuan dan vV
Keluarga Berencana Kota Bontang




Alamat kantor lengkap Dinas Pemberdayaan
Perempuan dan Keluarga Berencana Kota
Bontang

Visi Misi Kota Bontang

Tugas Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan
dan Keluarga Berencana Kota Bontang Kota
Bontang

Struktur Organisasi Kota Bontang

Profil Pimpinan Kota Bontang

Laporan harta kekayaan Pejabat Negara

C

Rencana Kerja dan Anggaran 2023

S

Kalender kegiatan tahun 2023

Laporan Kinerja Kota Bontang tahun 2023
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Laporan Keuangan tahun 2023

A

Ringkasan laporan layanan informasi :

Jumlah permohonan informasi publik yang
diterima

Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap
permohonan informasi public

Jumlah permohonan informasi publik yang
dikabulkan sebagian atau seluruhnya

Alasan penolakan permohonan informasi public

INDIKATOR PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI

SK/Penetapan PPID Pembantu

Struktur PPID

NN

Fasilitas/kelengkapan layanan informasi publik :

Meja, kursi, kursi tunggu dan sarana penerimaan
(Desk Information)

%

Formulir dan Tanda Terima Permohonan Informasi

Formulir Keberatan

Buku Register Permohonan

Jadwal pelayanan informasi public
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INDIKATOR PENYEDIAAN INFORMASI PUBLIK

PERATURAN/ KEBIJAKAN/ KEPUTUSAN

Peraturan/ Kebijakan/ Keputusan mengenai
Pelayanan Informasi Publik

Informasi yang ditetapkan sebagai Informasi yang
Dikecualikan




IV.

Kebijakan mengenai standar biaya perolehan
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informasi

Penutup
Berdasarkan Hasil Monitoring dan Evaluasi PPID Pembantu di lingkungan

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Bontang Tahun
2023 masih terdapat beberapa dokumen yang belum dipenuhi sebagai berikut :
1. Pada Indikator Pengembangan Website bagian Konten dokumen yang
belum terpenuhi yaitu ;
a) Profil Singkat tentang organisasi PPID Pembantu;
b) Rancangan Peraturan mengenai Keterbukaan Informasi Publik;
c) Aplikasi/Tool Permohonan Informasi dan Pengajuan Keberatan
secara Online.
2. Pada Indikator Pengumuman Informasi Publik dokumen yang belum
terpenuhi yaitu ;
a) Profil Pimpinan Kota Bontang;
b) Rencana Kerja dan Anggaran 2023;
c) Kalender kegiatan tahun 2023;
3. Pada Indikator Penyediaan Informasi Publik dokumen yang belum
terpenuhi yaitu ;
a) Peraturan/ Kebijakan/ Keputusan mengenai Pelayanan Informasi
Publik
b) Kebijakan mengenai standar biaya perolehan informasi.

Demikian Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi PPID Pembantu Dinas
Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Bontang Kota Bontang
Tahun 2021, sebagai bahan masukan dan perbaikan dalam upaya meningkatkan
mutu pelayanan informasi publik di lingkungan Inspekorat Daerah khususnya dan
di lingkungan Pemerintah Kota Bontang pada umumnya.
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